WALI KOTA DEPOK

Depok, 31 Mei 2024

Kepada
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-
Kota Depok;
2. Camat se-Kota Depok;
3. Lurah se-Kota Depok.

di
Depok

SURAT EDARAN
NOMOR 270/343-Huk

TENTANG
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAKSANAAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHUN 2024

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan
Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246
Tahun 2022, Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan serta Surat Edaran Gubernur Provinsi
Jawa Barat Nomor: 94/KPG.03.04/BKD tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara,
Kampanye Oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya, Serta Larangan Penggunaan Program
Dan Fasilitas Negara, serta untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, dengan ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut :
A. Dasar Hukum Netralitas ASN:

1. Netralitas ASN dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara:

a. dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan, “Pegawai ASN harus bebas dari
pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;

b. dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) huruf j menyebutkan, “Pemberhentian tidak
atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota
dan/atau pengurus partai politik”.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, “PNS dilarang
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon
anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dengan cara:
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a. ikut kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS;

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

f.  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah
masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat; dan/atau

g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Tanda Penduduk™.

3. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua
Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022,
Nomor : 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan
himbauan sebagai berikut:

1. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok agar tetap menjaga integritas
dan profesionalisme serta menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan tidak ikut serta dalam politik praktis yang
mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik atau pasangan
Calon Wali kota dan Wakil Wali Kota, serta membuat keputusan atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali
Kota,;

2. Pegawai non-ASN atau sebutan lainnya yang bekerja dengan perjanjian/kontrak
kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok dan
pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kota
Depok, wajib mematuhi ketentuan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai netralitas ASN;

3. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, melakukan sosialisasi,
pembinaan, dan pengawasan terkait netralitas ASN di lingkungan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
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